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BAB 1 Hal yang penting untuk kebijakan anggaran yang
pro poor government tetap harus mengutamakan

akuntabilitas dan integritas.

TATA KELOLA PEMERINT AH Kata Kunci: pengentasan kemiskinan, tata kelola

pemerintah, pro poor government,

DAN PENAN() G ULAN GAN akuntabilitas dan integritas
KEMISKINAN A. TataKelola Pemerintah

Bab 1 buku ini, tata kelola pemerintah & penanggulangan
kemiskinan ini akan mengguraikan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintah secara keseluruhan, kemudian tata kelola
pemerintahan dalam otonomi daerah, dan kepemimpinan

Peng:rfg:a“r;ni};missdk?i:n ”Le:buat ban)"ak‘ program
Ot . ogram  kemiskinan akan
efektiv jika tata kelola pemerintahan berjalan bagus. Tata
kelola pemerintahan yang bagus harus didukung dengan
kebijakan anggaran yang memihak kepada orang miskin
(pro poor government).

Pro poor  government  biasanya  melekat
pada pemerintahan yang memiliki karakteristik
transformasional.  Bentuk  pemerintahan dengan
kepemimpinan yang transformasional  adalah
pemerintahan yang mampu menciptakan visi dan
lingkungan yang memotivasi aparat pemerintah untUF
berprestasi melampaui harapan. Dalam konteks inh
bahwa karakueristik transformasional harus melekat
pada pemerintah legislative dan pemeri"tahan =
eksekutif, karena kedua jenis pemerintahan inilah 278
mendominasi berbagai kebijakan yang berkaitan denée?
pengentasan kemiskinan.

pro kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dengan
berbagai kebijakan pemerintah.’ Kebijakan anggaran yang
memihak kepada orang miskin sebenarnya hanyaiah salah
satu dari sekian banyak kebijakan yang diperlukan untuk
menanggulangi kemiskinan secara komprehensif. Banyak
sekali pertanyaan yang berkaitan dengan anggaran dalam
pengentasan kemiskinan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut,
antara lain: Seberapa ketat syarat-syarat pendanaan
program pengentasan kemiskinan di tahun-tahun yang
akan datang? Bagaimanakah penyempurnaan program
pengentasan  kemiskinan? Kapankah program harus
disempurnakan? Karena kompleksitas dan sensitifitas
politik beberapa perubahan tersebut, apa harus menunggu
setelah pemilihan umum berikutnya? Karena jumlah dana
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Jerbagal permasalalian ini sebenarnya memiliki
Kaitan erat dengan tata kelola negara, Tata kelola
negara  adalah kemampuan  negara dalam  mengelola
negaranya yang, menimbulkan rasa aman bagi investasi.
Merujuk artikel Sujatmika dan Suryaningsum, 2011 tata
kelola negara bisa diukur dengan kondisi risiko keseluruhan
negara. Negara yang memiliki risiko keseluruhan negara
(overall country risk) rendah adalah negara yang memiliki
tata kelola negara yang baik. Sebelum berinvestasi investor
akan mempertimbangkan banyak aspek, yaitu kebljakan
pemerintah, kondisl sosial budaya dan ckonomi yang dapat
memberikan harapan bagi investor untuk mendapatkan
keuntungan dengan risiko yang rendah dan terkait dengan
risiko adalah iklim investasi yang kondusif,

——
Tata Kelola | ‘enanggulangan Kemiskinan 3

Tatakelolanegara yang iaik peshudiciptaran olen neyara
Ada empat syarat untuke mencaptavan “good gosernancd,
yaltu: efisiensi dalam pemerintabian yang bair, avuntabilios,
publik yang memadal, infrastruktur hukums yany vuat, dan
hak masyarakat terpenuhi, Ukuran-ukuran tata kelola negara
mencakupi  efisiensi  pengelolaan negara, transparans,
keadilan, responsibilitas, independensi negara, Lebih dari iy,
Suryaningsum dalam disertasings, 2012, menyatavan bahws
untuk mengukur tata kelols negara, ukuran tersebut harus
mencerminkan indikator fundamental ekonomi dan politis,
daya tavar suatu negara, kuatnya fungsi mediasi pemerintah
dengan sektor bisnis, indikator adanya kepastian hukum,
kuatnya pasar modal, dan perlindungan kepada investor,
Ukuran-ukuran ini ternyata ada dalam rating overall country
risk yang dilakukan oleh EIU (Economist Intelligence Unit).
Ukuran tata kelola negara bisa menggunakan indeks risiko
keseluruhan negara (overall country risk).

Sejarah tata kelola negara diawali dari penggunaan
istilah hukum negara, hal ini bisa ditemui dalam tulisan
fenomenalnya yaitu Law and Finance oleh La Porta dkk
(1999). La Porta dkk (1999) sudah mengukur kemampuan
dan tanggung jawab negara. Penyebutan istilah "hukum’,
karena pada saat itu istilah tata kelola negara belum
digaungkan. Ukuran-ukuran “hukum” ini terdiri dari legal
origin, perlindungan pemegang saham minoritas, voting
kumulatif, representasi proporsional, aksi perusahaan, anti-
director right, dividen mandatory, indeks korupsi, risiko
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ekaproprias, standar akontans, Jeepemililam, GNP dany GNp
per capita,
Tata keloly negar dadam konteks “hukum™ ini dicoby
oleh Leuz dkK (2003) dengan memeringkatkan negarg
dengan meng anakan indeks yang dibuat oleh La Porty
dkk (1999) dengan menambah tngki
ara, Tingkat managemen laba yang tingpi dikaitkan

W\ earning managemen

antarneg

dengan prote
tercermin dengan tingkat proteksiinvestor yang, tingpi,

Proteksi investor tingpi akan menjamin kepastian hukum
bagi investor. Hal ini sesuai denpan yang digunakan oleh
Leuz dkk (2003) dan Leuz (2010). Istilah “hukum” yang
digunakan oleh La Porta dkk (1999), kemudian “proteksi
investor” yang digunakan oleh Leuz dkk (2003) dan Leuz
{(2010) sebenarnya merupakan indeks tata kelola negara.
Hal ini sesuai dengan proksi-proksi tata kelola negara yang
bisa diukur dengan ukuran-ukuran fundamental ckonomi
dan politis, daya tawar suatu negara, kuatnya fungsi mediasi
pemerintah dengan sektor bisnis, indikator adanya kepastian
hukum, kuatnya pasar modal, dan perlindungan kepada
investor. Ukuran-ukuran ini adalah indikator keberhasilan
suatu negara dalam mengelola semua potensi sumber daya

yang dimiliki (Suryaningsum, 2012).
bcrikll.l::)de Ida menjabarkan tata kelola negara sebagai
Pertam:.menaptakan efisiensi dalam managemen sektor
publik ~ dengan  memperkenalkan model-model
pengelolaan perusahaan di lingkun . .
gan administrasl

Tata Ke 0
a Kelola Penanggulangan Kemiskinan 5

ksl investor Suatu kondisi negararyang kondusif

pemerintiahan, melakukan  kontrak-kontrak  dengan
pih.’lkf;wm;t:l;nmuN(}()!,‘unluknmnm;.‘mtik:mfun;;.';iyunu
ditangani pemerintahan schelumnya, dan melakukan
desentralisasi administrasi pemerintahan;
Kedua, menciptakan akuntabilitas publik, dalam arti
apa yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik;

Ketiga, tersedianya infrastruktur hukum yang memadai
dan sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka
menjamin kepastian sistem pengelolaan pemerintahan;

Keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses
masyarakat terhadap instrumen hukum dan berbagai

kebijakan pemerintah;

Kelima, adanya transparansi dari berbagai kebijakan mulai
dari proses perencanaan hingga evaluasi sebagai
pelaksanaan hak dari masyarakat (rights to information).

Tata kelola negara yang baik biasanya selaras dengan
tingkat investasi dari semua sektor dan dari semua pihak
baik dari luar maupun dari dalam negeri. Investasi riil yang
berlimpah akan menciptakan lapangan kerjabagimasyarakat.
Namun demikian negara tetap harus mengutamakan
kebijakan yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan.
Kebijakan yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan
tercermin juga pada setiap kegiatan program kerja
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Dalam konteks ekonomidaerah berbasis atonoimi dalam
rangha penanggalangan Kemishkinan, hal yang perlu dicatat
adalal perencandan angaran ke yang tepat, jangan
satpal tel lmll Penpanpgparan uraiig ataupun penganggaan
Derlehil, sehingga progiam bisa terlakeana efektiv dan
etisien. Hal yang penting bertkutiya adalaly anggaran yang
mementingkan penanggulangan kemiskinan Oleh karena
it pengeluaran pembanginan Barus lehil besar daripada
porsi belanja ruting Jika hal i terjadi maka pembangunan
daerah bisa mengurangi anglon kemiskinan yang signifilen
Nanmn demilian kenyataannya selarang, hampie semuaty
memiliki anggaran dengan porst helanja ratin yang lebih

Besar dibandingkan dengan belanji rutin
Secara teoretis, desentralisasi tn dilaraphan akan

menghasilkan doamanfaatnyata yaita pertama, mendorony
peninglatan partisipasl, pr Al datn Kreativitas imasyarakat
dalam pembangunan, sert mendoronyg pemerataan hasil
hasil pembangunan (Keadilan) i welurah Daerah dengan
et smberdaya dan potensi yang teesedia i
masing masing Daerah. Kedua, memperhalki alokasi sumber
daya produltit melalul pergeseran peran pengatnbilan
Keputusan publik ke tinghat pemerintal yang paling tendah
yang mennilik informast yang paling lenghap, hal inf sesual

denpgan Mardiagmo 004,
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pada tataran empiris.  desentralisasi
Crbuktl-

berhubungan positif dengan Kualitas pemerintahap Kualitag
pemerintahan, yang merupaxdn gabungan dari Partsipgg;
masyarakat, orientasi pemerintah, pembangunan Sosial, dap,
maznajemen ekonomi (makro), berhubungan positif dengap
derajat desentralisas.. Semakin tinggi derajat desentral.‘sasj
vang ada di suatu negara semakin baik pula partisipasi
masyarakatnya, orientasi pemerintah, pembangunan Sosial,
dan manajemen ekonomi (makro}.

Selama ini kapabilitas dan efektivitas pemerintah
Daerah dirasakan masth terlalu lemah. Di sisi kapabilitas,
pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pada umumnysa,
unit kerja pemerintahan Daerah belum menjalankan fungsi
dan perannya secara efisien. Pemborosan adalah fenomena
umum yang terjadi di berbagai unit kerja pemerintah Daerah.
Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang
digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk tiap
kegiatan adalah pendekatan incrementalism, yang didasarkan
pada p'erubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum,
:izzkmn:‘:::;;t?aj;utdangkan analisis yang mendalam
ik setog 1o ur, komponen dan tingkat biaya

: P eglatan belum pernah dilakukan. Padahal
studi seperti ini akan menjami i i i i ’
kebutus ! jJamin teridentifikasinya jumlah

an alokasi dana i
Kebutuhan il gari ol yang lebih akurat sesuaj dengan
uruh kegiatan, bajk rutin maupun

N

ata Kej,
ola Penunggulangan Kemiskinan g

belum melakukan identifikasi kegiatan untuk penyusunan
prioritas tetapi lebih banyak menyesuaikannya dengan
arahan prioritas kebijakan pemerintah Pusat. Akibat orientasi
seperti ini, maka tuntutan dan kebutuhan masyarakat
setempat akan cenderung terabaikan. Sejalan dengan
hal ini, kebijakan ini perlu pula diimbangi dengan upaya
untuk memberikan desentralisasi/otonomi yang lebih luas
kepada Daerah, penerapan standar analisis belanja (SAB)
dan reformasi pengelolaan keuangan Daerah dan Anggaran
Daerah. Ketiga hal ini secara bersama-sama dan sinergis
diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan
keuangan Daerah dan Anggaran Daerah pada khususnya dan
kinerja pemerintah Daerah pada umumnya. Pada akhirnya,
output yang diharapkan dari perubahan ini adalah terjadinya
perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Disahkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, serta UU No. 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah akan membawa perubahan yang mendasar pada
proses pengambilan keputusan/kebijakan dan manajemen
pembangunan di daerah. Dengan kedua UU itu, campur
tangan pusat akan berkurang sehingga beban arahan dan
statutory requirement dari pusat pada penentuan visi daerah
dan cara-cara pencapaiannya akan semakin berkurang.
Mencermati efektivitas anggaran pemerintah daerah,
masih banyak kekurangan dalam metode penentuan prioritas
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ap kegiatan pcm(rrinlalum di Daerah. Pemerinta,
gntuk tiap Kee

Daerahumumnyab
dalam hal identifika
penyusunan priorita
Pusat sang

masyarakat setempat
) tersebut akhirnya memunculkan

elunmwl.‘lkul\'.m;wrcnczmu;ln(Icngzmiunk
si kegiatan. Memang keselarasan dalam,
s dengan arahan prioritas kebijakan
. at diperlukan, tetapi jangan sampaj
pe:erl:[ih terabaikan. Lemahnyy
kebutuha

perencanaan pengeluar, |
kemungkinan pendanaan kurang atau 1')(:. . v
kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas

. p ap i dad: 17
unit-unit kerja pcmermlalmn Daerah. Pada umumnya, untuk

unit kerja yang mengalami pe
dengan rendahnya kemampuan
memenuhi kebutuhan dan tuntutan
unit kerja yang menikmati pendanaan lebih, masalah yang

dihadapi adalah efisicnsi yang rendah.
Dalam situasi seperti itu menyebabkan banyak layanan

ar
ndanaan lebih, yang

ndanaan kurang bermasalah
program Kerjanya untuk
publik. Sedangkan untuk

publik yang dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana
pada Anggaran Daerah, yang pada dasarnya merupakan
dana publik, habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka
panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah
peran pemerintah Daerah sebagai stimulator, fasilitator,
coordinator, dan wirausaha dalam proses pembangunan
Daerah. Selain tidak efisien, peran itu juga belum dibangun

berdasafkan basis tuntutan dan kebutuhan riil di lapangan.
e ot G S e
oleh terjadinya penurunan - ?erah adalah disebabkan
rimaan Daerah, sementara

—

Tata
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pengeluaran Daerah relatif tetap, bahkan untuk beberapa
kategori pengeluaran yang terkena langsung dampak inflasi,
justru mengalami peningkatan. Dalam hal pengeluaran perlu
dilakukan penerapan anggaran yang ketat atau melakukan
perubahan pada prioritas pengalokasian anggaran. Jika
semakin besar porsi pengeluaran rutin, maka akan semakin
berkurang porsi pengeluaran pembangunan.

Belum terlihat adanya perubahan atau perbaikan pada
beberapa jenis pengeluaran. Pada sub pengeluaran rutin,
masih terlihat besarnya pengeluaran Daerah yang termasuk
dalam kategori pengeluaran lain-lain. Sedangkan pada sub
pengeluaran pembangunan, masih terlihat dominannya
pengeluaran yang belum berorientasi pada kepentingan
public (Mardismo, 2008).

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah Daerah
ini, maka persfektif perubahan yang diinginkan dalam
pengelolaan keuangan Daerah dan anggaran Daerah adalah
sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Daerah harus bertumpu pada
kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak saja
terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran
untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada
besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan keuangan Daerah;

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan Daerah
pada umumnya dan anggaran Daerah pada khususnya;

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan
peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan

12 Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan
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anguaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, 5‘.,\.,1}("”5
Daerah dan perangkat Dacrah lainnya;

Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayag,
an pcngclul;um yang Daerah bcrdusm.km]’

investasi d
anisme pasar, value for money, transparg,,

kaedah mek

dan akuntabilitas;
Kejelasan  tentang kedudukan keuangan lembagy
legislatif (DPRD) dan eksekutif (intansi pemerintah),
baik rasio maupun dasar pertimbangannya;

Ketentuan tentang bentuk  dan struktur anggaran,
anggaran kinerja dan anggaran multi-tahunan;

Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang Daerah yang
lebih profesional;
Prinsip akuntansi pemerintah Daerah, laporan keuangan,
peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan,
pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan
transparansi informasi anggaran kepada publik;
Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi
batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota
masyarakat guna pengembangan profesionalisme
aparat pemerintah Daerah;
Pengembangan sistem informasi keuangan Daerah
untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan
22:izz‘al::iiaql;koz:if:nen ;?cmcrir.ltah Daerah terhadap
§ rmasi, sehingga memudahkan

pelaporan dan
‘ : pengendalian . e
informasi, , serta kemudahan akses

Tata Ke| 3
elola Penunggulangan Kemiskinan 13

Secara sederhana, siklus Anggaran Daerah terdiri

dari tahap “Perencanaan dan Persiapan”, tahap “Ratifikasi’,

tahap “Implementasi’, serta tahap “pelaporan dan Evaluasi”.
Kegiatan atau program aksi daerah terlebih dahulu harus

direncanakan dan disiapkan, kemudian disahkan untuk

diimplementasikan  kemudian diakuntansikan, dan

dilaporkan dan dievaluasi.
Langkah pertama padatahap perencanaan dan persiapan

adalah mengkaji ulang hasil evaluasi atas kinerja kegiatan
yang lalu dan identifikasi serta inventarisasi tuntutan dan
kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang untuk
pengembangan prioritas daerah. Agar prioritas sesuai dengan
preferensi daerah, maka pada tahap ini seluruh pemegang
pancang harus terlibat secara aktif. Di tahap ini dibutuhkan
mekanisme yang mampu menghubungkan tuntutan dan

kebutuhan masyarakat, DPRD, dan eksekutif daerah.

keputusan di  DPRD

Selanjutnya, pengambilan
tersebut harus diikuti oleh perencanaan operasionil dan

penganggaran program dan proyek spesifik untuk mencapai
prioritas daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.
Untuk ini, berdasarkan kendala finansial dan tujuan yang
ada dalam prioritas daerah, maka para manager unit kerja
harus mendefinisikan program dan proyeknya secara detail,
mulai dari tujuan, cara pencapaian, total biaya, dan standar

kinerjanya masing-masing.
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Anggaran Daerah. Dalam situasi seperti|
dimungkinkan untuk membuat revisi

sebelumnya, sebagai cetak biru v
kegiatan pemerintah daerah.

Selz

2
(rupizh) dalam sstu pe

- - PASy P -
Dzerzh dzlzm bentuk uang

tertentu (sztu tshun),

atzs low and orders pemerintzh di I

di erz reformasi dewasa ini, memang telzh teriinat adaoyz

—h ini

zrubzhzn mendasar peran dan fungsi Anggaren Daerzninl
25 Tzhun 1999 tentang Pemerintzh Daerah dan Perimbangzn
Hubungan Keuzngan antara Pusat dan Daerah, Anggaran
Daerah nantinya diharapkan mampu memainkan peranny2
sebagai instrumen kebijakan dan instrumen manajemen bagi
pemerintah Daerah. SSah
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Sebagalnsteamen kebipakan, - Anpgparan Dacra

i
pemerintah Daeral

menduduki posisi sentral - dalam upaya pengembig
kapabilitas— danelektivitas .
Penpembangan Japabilitas diartikan sebagai upaya Ut
memperbaiki kemampuan pemerintah Dacrah menjalanlan
fungst dan perannya secara elisien, sedanglan peninglay,
efektifitas diartikan sebagai upaya untulke menyelarasian,
kapabilitasnya dengan tuntutan dan - kebutuhan publik
(World Bank, 1997). Dalmn kaitan ini, Anggaran Daeral
harus mampu secara optimal dhfungsikan sebagan alat untuk
menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu
pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan,
otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang,
sumber pengembangan  ukuran-ukuran  standar  untuk
evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan
alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja
(Jones & Pendlebury, 1996).

Dengan  perubahan ini, diharapkan  penentuan
str?tcgl, prioritas serta kebijakan alokasi anggaran akan
Li:(l;nll)sel:)ert::::caz;cj: :l‘mtt:x’mn dan kcb'utuhan publik.
Py l;un’ angunan dan juga karenanya

aerah h
yang mengakar. Dengan sjste
in‘i diharapkan berbagai jen;
disediakan pemerintap, Dae
dan prioritas di Daerah y

Sebagai

arus merupakan proses
M perencanaan dari bawah ini
s barang dan jasa publik yang

rah sejalan dengan preferensi
: ang bersangkutan,
Instrumen Mmanaje

men, Anggara;
. ' dan h
kan semakin mam 88 Daera

PU menampung aspirasi
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perencanaan  dari bawah yang mampu mengakomodi
berbagai aspivasi  daninisiatif masyarakat,  Partisipasi
masyarakat dalim proses sikdos anggaran akan sangat
menentulan  keberhasilan pemerintah - Daerah dalam
mendulaing  peran anggaran Dacrah sebagal instrumen
manajemen ini, Keterlibatan  magsyarakat dalam selurub
sildugs anpgaran diharapkan akan mampu mengatasi berbagai
permasalahan anpgaran, seperti kebocoran dan pemborosan
atau penyimpangan pengalokasian anggaran yang cenderung
lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi dan bukan

kepentingan masyarakat,

C. Kepemimpinan yang Pro Kemiskinan
Akuntabilitas  dan integritas merupakan nilai-nilai
kepemimpinan agar semua kebijakan bisa terarah dan
dapat dipertanggujawabkan untuk  kepentingan publik.
Akuntabilitas dan integritas ini tidak bisa berdiri sendiri,
harus bersama-sama dengan motivasi, keterampilan social,
dan empati dalam membangun pro poor government yang
berkomitmen terhadap kemiskinan, memiliki visi pro
kemiskinan, dan standar moral dan etis yang tinggi.
Kebijakan anggaran yang memihak kepada orang
miskin sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian banyak
kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan
secara komprehensif. Mengingat kebijakan propoor budget
merupakan kebijakan yang bersifat teknis operasional, maka
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e . wmerintah (daerah) niau menerapkan J"Ubijilkan

Supdya .

demikiarn diperlukan adanya tata pemerintahan yang bajk_
Salah satu jenis pemerintahan  adalah dengan

ng transformasional. Dengan asums;j yang

kepemimpinan ya
n transformasional dapat dianalogikap

sama kepemimpina

dengan pemerintah
artikel ini, bahwa pemerintahun transformasional mencakupj

an transformasional. Dalam konteks

pemerintah legislative dan pemerintahan eksekutif. Kedua
jenis pemcrintahan ini yang mendominasi berbagai
kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan,
pemerintahan transformasional adalah pemerintahan yang
mampu menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi
aparat pemerintah untuk berprestasi melampaui harapan.
Dalam hal ini, para aparat pemerintah merasa mendapat
kepercayaan, bangga, dan terhormat yang membuat mereka
termotivasi untuk melakukan lebih dari apa yang diharapkan
dari mereka. Bahkan tidak jarang melampaui apa yang
mereka perkirakan dapat mereka lakukan. Kepemimpinan
transformasional dapat didefinisikan sebagai kepemimpinan
yang mencakup upaya perubahan organisasi (sebagai lawan
kepemimpinan yang dirancang untuk mempertahankan
status quo). Diyakini bahwa gaya ini akan mengarah pada
kinerja superior dalam organisasi yang sedang menghadapi
tuntutan pembaharuan dan perubahan.

Pemerintahan transformasional adalah pemerintahan

an i
yang r.nanfpu menciptakan visi dan lingkungan yang
Mmemotivasi aparat pemerinta

untuk berpr: i ui
harapan. Dalam ha e prestasi melampa

Para aparat pemerintah merasa
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mendapat kepercayaan, bangga, dan terhormat yang
membuat mereka termotivasi untuk melakukan lebih
dari apa yang diharapkan dari mereka. Bahkan tidak
jarang melampaui apa yang mereka perkirakan dapat
mereka lakukan. Kepemimpinan transformasional dapat
didefinisikan sebagai kepemimpinan yang mencakup upaya
perubahan organisasi (sebagai lawan kepemimpinan yang
dirancang untuk mempertahankan status quo). Diyakini
bahwa gaya ini akan mengarah pada kinerja superior dalam
organisasi yang sedang menghadapi tuntutan pembaharuan
dan perubahan.

Pemerintahan transformasional dapat
mentransformasikan aparat pemerintahannya melalui empat
cara yang disebut empat | (Bass & Avolio, 1994), yaitu:

1. Idealized influence (charisma)

Pemerintahan transformasional memiliki integritas
perilaku atau persepsi terhadap kesesuaian antara espoused
values dan enacted values (Simon, 1999). Nilai-nilai yang
diungkapkan lewat kata-kata selaras dengan nilai-nilai yang
diwujudkan dalam tindakan. Pemerintahan transformasional
memberikan contoh dan bertindak sebagai model peran
positif dalam perilaku, sikap, prestasi, maupun, komitmen
bagi aparat pemerintah. Ini tercermin dalam standar moral
dan etis yang tinggi. Pemerintahan transformasional sangat
memperhatikan aparat pegawai, menanggungrisiko bersama,
hanya menggunakan kekuasaannya bilamana perlu dan tidak
memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, memberi
visi dan sense of mission, serta menanamkan rasa bangga

20 Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan
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pada apard! pegawai. Mcltus e b SCRETt i, apr,
pegawai akan menaruh respek, rasd k?g“’"" dan Percay,
pada korp pemerintahar tempat bekerja, sehingga merey,
berkeinginan untuk melakukan hal yang sama sebagaimana
budaya dalam korp tempat bekerja yaitu pemerintahan yap,
transformasional. Hal ini sangat besar manfaatnya dalam hy)

adaptasi terhadap perubahan, terutama yang bersifat radikg)

dan fundamental.

2. Inspirational motivation

transtormasional memotivasj

pemerintahan
dan menginspirasi aparat
mengkomunikasikan ekspektasi  tinggi  dan  tantangan
kerja secara jelas, menggunakan berbagai simbol untuk

pegawai  dengan  jalan

memfokuskan usaha atau tindakan dan mengekspresikan
tujuan penting dengan cara-cara sederhana. Pemerintahan
transformasional juga membangkitkan semangat kerja sama
tim, antusiasme dan optimisme di antara rekan kerja dan

aparat pegawa

3. Intellectual stimulation
Pemerintahan transformasional berupaya menciptakan
iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi dan
kreativitas. Perbedaan pendapat dipandang sebagai hal yang
lumrah terjadi. Pemerintahan transformasional mendorong
::’:’Tkpegwai untuk memunculkan ide-ide baru dan
ba::m;ca::nmshmasalah-masamh yang dihadapi. Ntuk itu
Sungguh-sungguh dilivatkan dan diberdayakan

——
SR
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dalam proses perumusan masalah dan pencarian solusi. Pada
dasarnya esensi kepemimpinan transformasional adalah
sharing of power melibatkan bawahan secara bersama-
sama untuk melakukan perubahan (Handoko & Tjiptono,
1996). Melalui penerapan berbagai praktik manajerial, para
pemimpin mampu memberdayakan bawahannya sehingga
mereka semakin yakin dalam kemampuan diri mereka
sendiri. Dengan sense of self-efficacy yang lebih kuat, para
bawahan akan lebih sanggup mengerjakan dan berhasil
dalam melakukan berbagai tugas yang menantang.

4. Individualized consideration
Pemerintahan transformasional memberikan perhatian

khusus pada kebutuhan setiap individu untuk berprestasi
dan berkembang, dengan jalan bertindak selaku pelatih
(coach) atau penasihat. Pemerintahan transformasional
menghargai dan menerima perbedaan-perbedaan individual
dalam hal kebutuhan dan minat, misalnya beberapa
karyawan inenginginkan lebih banyak doronngan semangat,
sebagian mengharapkan otonomi yang lebih besar, sebagian
lagi menuntut standar yang lebih tegas, dan yang lainnya
menghendaki struktur tugas yang lebih luas. Dalam rangka
itu, pemerintahan transformasional membuka diri dan
berkomunikasi dengan aparat pegawai. Berbagai macam
tugas didelegasikan sebagai cara mengembangkan bawahan.
Tugas yang didelegasikan akan dipantau untuk memastikan
apakah bawahan membutuhkan arahan atau dukungan
tambahan dan untuk mentlai kemajuan yang dicapai.
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(dralnya, apdal 27 o g
atau didwss.

Dimulai akhir 1960 an bingga st I, g,
yatan ini telah disadarl bahwa tidak ads satupy o

pende 1y,
kepemimpingn yang terbaiv dan berlaku univers,) ”“'“f:
segala situasi dan lingkungan, Pendekatan kontingey.; "il:u;
situasional ini menekankin bahwir paya kepemimpinay, yang
digunakan tergantung pada faktor-faktor situasi, lf..'u-/.-.«,,;,”:
tugas, organisasi, dan variabel lingkungan lainnya, Teqgpi.
teori situasional yang banyak diadopsi antara lain rangkajay,
kesatuan kepemimpinan (Tannenbaum dan Schmidt), teori
kontingensi (Fred Fiedler), teori siklus kehidupan (Hersey
dan Blanchard), teori LMX (leader-member exchange), path-
goal theory (Robert House), model leadership-partisipasi
(Victor Vroom dan Philip Yetton). Perioda kontingensi juga
ditandai dengan adanya beberapa pendekatan lain, yaitu
pendekatan transaksional (vertical dyad linkage theory dari
George Graen), pendekatan kognitif, dan pendekatan silang
budaya. Selanjutnya, pada tahun 1970an dikenal pendekatan
yang sangat populer yaitu pendekatan transformasional
yang esensinya adalah sharing of power yaitu melibatkan
bawahan secara bersama-sama untuk melakukan perubahan.
Dengan konsep pemberdayaan (empowerment) merupakan
salah satu pandangan untuk meningkatkan motivasi dan

produktivitas karyawan, dalam konsep ini karyawan

mendapat porsitanggungjawab yang besar. Di sini dibutuhkan |

komunikasi . 4
amar:xkasn atau saling tukar informasi dan pengetahuan

m
anager dan karyawan sehingga karyawan dapat

T
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henar-henar memahami tugasnys dan dapat memberivan
kontribusi nyata bagi pencapaian prestasi orgznisasi dalam
konteks ini adalah pemerintahan /negara,

Pentingnya aspek akuntabilitas, integritas, motivasi,
empati, dan social dalam pembuatan suatu program
pengentasan  kemiskinan. Ada tiga jenis akuntabilitas,
yaitu akuntabilitas admintratif, akuntabilitas politik,
dan akuntabilitas financial. Hal ini sesuai dengan yang
dinyatakan oleh Tatag Wiranto. Menurut Tatag Wiranto
bahwa Akuntabilitas Finansial memiliki fokus utama pada
pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan
dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang
telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah
untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan
untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan
efektif, Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam
menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit.
Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang
serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi
penyalahgunaan, mismanajemen, atau korupsi. Jika terdapat
bantuan finansial eksternal, misalnya dari pinjaman lembaga
keuangan multilateral atau melalui bantuan pembangunan
oleh lembaga donor, maka standar akuntansi dan audit dari
berbagai lembaga yang berwenang harus diperhatikan. Hal
inilah yang kiranya dapat menjelaskan besarnya perhatian
pada standar akuntansi dan audit internasional dalam
menegakkan akuntabilitas finansial. Hasil dari akuntabilitas
finansial yang baik akan digunakan untuk membuat
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. it donean miobhiisg
f‘-t’r‘m“ an Qo Hougilisast dan

Leevaluasi tingkat efisiensi pe

keputusan vang Aokag;

sumber daya serta mer . Ng8unap
dana. Hasil tersebut juga dapat digunakan oleh masyaray,,

m dan stakeholders (sepertl donor) untuk Menilaj

umu
asarkan sasaran tertentu yape
(S]

kinerja =
telah disepakatl sebelumnya.Disisi
| ini budaya Negara yang terlibat dalam berbagy;

pemerintah berd
lain, budaya organisas

dalam ha
ogram pengentasan kemiskinan akan berpihak pada
o

pr o
masyarakat miskin jika nilai-nilai pro poor government yang
transformasional harus dimiliki aparat pemerintah untuk

melayani kepentingan publik. Budaya yang perlu dimiliki dan
ditingkatkan adalah budaya motivasi, empati, sikap social,
akuntabilitas, integritas.

Mengingat kebijakan propoor budget merupakan
kebijakan yang bersifat teknis operasional, maka supaya
pemerintah (daerah) mau menerapkan kebijakan demikian
diperlukan adanya beberapa pra-svarat kebijakan, antara

lain sebagaiberikut.
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Pra-Syarat Kebijakan

- . Pro Poor
AKkuntabilitas Integritas
Government
e Kepentingan e Jujur ¢ Komitmen
public e Transparan terhadap
o Tanggungjawab|e Kode etik kemiskinan

yang besar e Kemampuan e Memiliki visi

e Tanggungjawab tinggi pro kemiskinan
pada semua e Daya fikir untukje Standar moral
pemangku kepentingan dan etis vang
kepentingan public tinggi

¢ Daya usahayang
besar

Akuntabilitas, integritas, motivasi, empati, dan sosial
seseorang terhadap tingkat Kinerja diharapkan mampu
menunjukkan pengaruh dan diharapkan dapat memberikan
umpan balik bagi organisasi untuk dapat menghasilkan
kinerja yang berkualitas. Aspek-aspek nonkognisi ini penting
untuk berhubungan dengan lingkungannya secara efektif.
Aspek-aspekinimerupakan faktor penentu perusahaandalam
karier dan organisasi, termasuk dalam pembuatan keputusan,
kepemimpinan, melakukan terobosan teknis dan stategis,
komunikasi yang terbuka dan jujur, kerja sama dan hubungan
saling mempercayai, serta mengembangkan kreativitas dan
daya inovasi (Cooper dan Sawaf, 1998). Menurut Goleman
(2000), yang kemudian diadaptasi lagi oleh William Bulo
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(2002) pahwa Motivasi diri odalah ‘f'?("”-’,!l!m.vl{:m h"‘irat
kita yang paling dalam untuk zncn‘ggcrdkkan dé.“, me”“”lun
kita menuju sasaran, membantu kita mengambil jnSlanfdan
pertindak sangat efektif dan untuk bertahan Menghagy,
kegagalan dan frustasi. Empati adalah Merasakan ap, Yang
dirasakan oleh orang lain, mampu memahami prespeks
mereka, menumbuhkan saling percaya, dan menyelaragy,,
ide dengan berbagai macam orang. Kemampuan sosial adalyy,
Menguasai dengan baik ketika berhubungan dengan Orang
lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan Sosial,
berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampila.
keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpip,
bermusyawarah, dan menyelesaikan perselisihan, serta
untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. Akuntabilitas
adalah kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan
public dengan rasa tanggungjawab yang besar. Integritas
adalah Konsistensi anatara ucapan dan tindakan, Dapat
dipercaya, rasa percaya (trust), daya fikir, daya nalar yang
tinggi, yang berorientasi pada kepentingan publik.
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BAB 2

TATA KELOLA KEUANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DAN INDEKS PEMBANGUNAN

MANUSIA'

Bab 2 ini berisi artikel hasil penehitian, ini berkaitan
dengan pengelolaan keuangan pemerintahan kabupaten
Sleman dengan menghituny tingkat  ekonomisnya
pencapaian kinerja ekononn aktivitas-aktivitas  yang
dilakukan unit-unit kinerja pemerintahan Kabupaten
Sleman. Data vang digunakan adalah data APBD - dari
kantor Bappeda  Sleman dengan  tahun anggaran
2007 sampar dengan tahun anggaran 2011 Indeks
Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator
keberhasilan pembangunan dan cermin dari pengelolaan
keuangan pemerintahan yang akuntabilitasnya tinggi.

e —————

1
::;t;,:n:):mr::“ dari Artikel vang merupakan bagian dari hasil Hibah
R ”!‘“dwﬂusa.(x’;a; ll!mllx uh:h St Suryaningsum, Moch Irhas Effendi,
Kasih kepada n‘t‘k’1‘r:n|'qi\“l"?'.' Tim penulis menghaturkan banyak terima
asisten penelits yang . PPM UPNVY.Tri Lestari sebagai koordinator
vekan rekan sek R Fl’kt)h(”h!l‘l menvediakan data penelitian, dan

SRR UPNVY sebagai partner diskusi,

Hasil penelitian ini, dengan menggunakan metode
pengukuran FEE untuk pengelolaan keuangan kabupaten
Sleman secara ekonomi mendapatkan skor 4 dan hasil
perhitungan ekonomis lebih dari 100%. Yang berarti
anggaran tersebut telah memperhitungkan harga wajar
untuk membiayai suatu aktivitas pada realisasi yang
diinginkan. Hal ini juga berarti fasilitas publik yang
disediakan oleh pemerintah kabupaten Sleman dapat
diakses oleh publik dengan baik. Jika dikaitkan dengan
IPM memang sesuai yaitu fasilitas pendidikan dan
kesehatan mendapat nilai yang sangat tinggi, sementara
komponen pendapatan masih sangat rendah.

IPM yang berhasil diraih pemerintah kabupaten
Slemanpun jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata
IPM nasional. Walaupun demikian hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa komponen-komponen nilai IPM
yang diraih tidak merata. Dalam hal ini komponen
pendapatan memiliki nilai yang rendah menunjukkan
taraf hidup kemiskinan yang masih besar/tinggi. Dalam
kondisi taraf hidup kemiskinan yang masih tinggi,
masyarakat Sleman tetap ulet dan peduli terhadap
pendidikan dan kesehatan yang difasilitasi dengan baik
sesuai nilai keekonomisan yang dihitung dalam penelitian
ini. Hal yang perlu dibenahi adalah meningkatkan daya
saing agar komponen pendapatan menjadi seimbang
dengan komponen-komponen yang lainnya (pendidikan

dan kesehatan).

Kata kuncl: pengelolaan keuangan pemerintah daerah,
Indeks Pembangunan Manusia, ekonomi,

anggaran, Sleman
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A, Penduhuluan
one m bertujuan untuk menganalig.
Penelitian 1 - k“hlr..

laporan_ keuangan pemerintah daerah Kabupate, Slen,
' ()()" Q)
mengenai APBD tahun anggaran 2007 sampy, d"”gl)

I”

tahun anggaran 2011 dalam mengelola anggaran terhad,
i . ada,
keuangan daerah secara ekononi dan Indeks l’umh.mpun-,,

. . y b ]

Manusia.  Pengelolaan pemerintahan yang
baik akan menciptakan suasana yang  kondusi dalap,
meningkatkan indeks pembangunan manusia. K.’Ibllp;l[en
Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiljk;
tingkat pengelolaan keuangan pemerintahaan yang relatiye
lebih bagus dibandingkan tingkat pengelolaan keuangap

keuangan

rata-rata secara nasional.

Pengelolaan anggaran daerah harus sinkron dengan
kebijakan nasional. Salah  satu kebijakan  nasiona]
mempunyai tujuan meningkatkan Indeks Pembangunan
Nasional. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam
negeri Republik Indonesia, nomor 27 tahun 2013, tentang
pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2014. Dalam pedoman tersebut
diatur tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah
dengan kebijakan pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2014 menetapkan bahwa tema Pembangunan
Nas.ional adalah "Memantapkan Perekonomian Nasional untuk
::sam;ikz:nm::]ga::;a: Rak}@t yang l?erkeadilan'} dengan
lainyaitu pencapaioy targetlcapa] padaakhir tahun 2014 antara

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8

Tc
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sampai dengan 7,2 persen; penurunan angka pengangguran
menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen; penurunan angka

kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan

laju inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0

persen. Ada sebelas sasaran utama Prioritas Nasional dan 3

tiga Prioritas sasarn lainnya yang harus disinergikan dengan

prioritas pembangunan daerah, yaitu: Reformasi birokrasi
dan tata kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan
kemiskinan; Ketahanan pangan; Infrastruktur; Ikiim investasi
dan iklim usaha; Energi; Lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana; Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca
konflik; Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi;
dan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum,
dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang
kesejahteraan rakyat.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas
pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan
kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan
pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional
dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara
pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah
kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi
yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).

Menurut Perpu Nomor 27 Tahun 2013 adanya kegiatan
pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang optimal akan

meningkatkan kualitas penduduknya. Salah satu ukuran
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kualitas penduduk adalah Indeks Pembangyyy, Ma
Kegiatan dalam penggunaan anggaran keuangg, Nyg;j
adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakap,
keuangan yang biasa dibelanjakan oleh pemeringay, dae
dan bertujuan sebesar-besarnya yang dimanfaatkap, untfah
kesehjateraan dan pelayanan masyarakat umum, Mas}'araku}(
menuntut pemerintah daerah untuk lebih memperhatik:t
kepentingannya termasuk dalam hal meningkatkap lnde};)
pPembangunan Manusia di wilayahnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Huma
Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan
dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan stand,,
hidup untuk semua negara seluruh dunia (dalam Wikipedia)
IPM merupakan salah satu indikator keberhasilap
pembangunan daerah. Pembangunan daerah berkaitan
pula dengan keberhasilan daerah dalam mengelola
operasional anggaran belanja daerahnya. Dalam hal tingkat
kinerja ekonomi suatu daerah dikatakan bagus jika kinerja
keuangannya adalah ekonomis. Menurut Mahmudi (2010),
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi
sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen yaitu
ekonomis, efisien, dan efektivitas. Artikel ini memfokuskan
;’::; F;;ir:]gnll};u?n nti)lzfi ekonomis, sedangkan dua pengukuran
o iii_ ipublikasikan sebagai bagian seri lanjutan

Keekonomisan  yaity pemerolehan de
kualitas dan kuantitas tertentu pada h sl
Ekonomi merupal perbandi;) a .arga yang terendah.

gan input dengan input
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daErah-

baty,

value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi
terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat
meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
Dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah
yang diajukan yaitu apakah pemerintah daerah mampu
mengalokasikan sumber dayanya terhadap belanja daerah
secara ekonomis? Bagaimanakah pengelolaan keuangan
dan Indeks Pembangunan Masyarakat pemerintah daerah
Kabupaten Sleman tahun anggaran 2008 sampai dengan

tahun anggaran 20117
Organisasi artikel ini adalah sebagaiberikut yaitu a)

teori yang melandasi yaitu pengukuran kinerja ekonomi,
value for money, dan Indeks Pembangunan Manusia; b)
rancangan penelitian dan penghitungan kinerja ekonomi;
d)pembahasan penelitian yang terdiri dari skor Kkinerja
ekonomi dan indeks pembangunan masyarakat; e)simpulan

dan saran

B. Tinjauan Teori

Pengukuran Kinerja. Kinerja merupakan gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan
atau program atas kebijaksanaan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam
rumusan skema strategis bahwa kinerja merupakan prestasi
oleh organisasi dalam periode tertentu. Hal ini sesuai dengan

Bastian, 2001: 329.
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mendelinigikan

Safar  (2003), Kinew:
s . (‘l'l,l .
ahan sebagai suatu alat manaj ing
pemerintahan sebagai suatu 1 nnmnd;emenya,,gd_ mansj
untuk meningkatkan kualitas pengambi; 18uny
an kep“fusa, an
1

akuntabilita dalam rangka memiliki keberhus”. an
kegagalan pelaksanaankegiatan (Program) St’suajdz aty,
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumny, ;"San
rangka mewujudkan visi dan misi instans; p”"’e;~ialam
Safar (2003), menyatakan bahwa pengukurap ki:ta'h
menghubungkan input (biaya atau waktu) dengan l:”.a
atau output yang dapat di identifikasi dan dapat diu::”
Namun, demikian pada akhirnya definisi-definisi tersebui
dapat bermuara kepada suatu kesepakatan bahwa dengay
mengukur kinerja makna proses pertanggungjawabg,
pengelola atas segala kegiatannya kepada stakeholder dapat
menjadi lebih objektif. Pengukuran kinerja juga sebagaj
pengukuran hasil (outcome). Pengukuran kemajuan secary
teratur menuju outcomes tertentu merupakan kemampuan
vital dalam setiap usaha pengelolaan yang berorientasi pada
konsumen yang memfokuskan pada maksimiasi manfaat dan
minimisasi konsekuensi negatif bagi konsumen jasa atau
program. Konsumen mungkin berupa warga masyarakat yang
menerima jasa secara langsung bisa juga warga masyarakat
atau perusahaan yang terkena dampak secara tidak langsung.
‘;Spe::ok:k dalam pengukuran kinerja adalah:

- Aspek keuangan merupakan perbandingan antara

anggaran denga L
n realisasinya .
tertentu, ya selama suatu periode

\
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2. Kepuasan pengguna berhubungan dengan pelayanan
dari instansi pemerintah yang dituntut untuk
memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.
Operasi bisnis internal, informasi operasi bisnis internal
diperlukan untuk melakukan perbaikan efisiensi dan
efektivitas operasi secara berkesinambungan serta
prosedur pelayanan pada instansi pemerintah.

4. Kepuasan pegawai, sumber daya manusia yang
berkualitas sangat menentukan keberhasilan program
kinerja pemerintah sehingga penting sekali untuk
mengelola kepuasan pegawai karena apabila pegawai
pemerintah puas dengan kinerjanya maka pemerintah
akan dengan mudah melakukan inovasi-inovasi.
Kepuasan komunitas dan stakeholders yang secara
langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan

instansi pemerintah.

5. Waktu untuk mengukur Waktu
salah satu aspek yang perlu di perhatikan karena
sering kali informasi yang penting lambat diterima
sehingga pengambilan keputusan kadang tidak relevan
dan kadaluarsa. Hal ini dapat menghambat kinerja

kinerja. menjadi

pemerintah.

Model value for money. Sektor publik sering dinilai
sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran
dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul
agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money

dalam menjalankan aktivitasnya.
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Mardiasmo  (2002),  anggara, dey,

Menurut
pendekatat

for money

juga mengutamakan pene
fan rasi

pendekatan yang sistematis dal ional dalam o

pengambllan keputusan.

ntuan dan prioritas tujugp s
Crty

Karakteristik anggaran berbasis kinerja:

Komprehensif/ komparatil
Terintegrasi dan lintas departemen

Proses pengambilan keputusan yang rasional

Berjangka panjang

Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas

Analisis total cost dan benefit

Berorientasi input, output dan outcome, bukan sekedar

NS A WL N R

input
8. Adanya pengawasan Kinerja.

Menurut Mahmudi (2010), Value for money merupakan
konsep pengelolaan organisasi sektor publik  yang
mendasarkan pada tiga elemen, yaitu:

a. Ekonomi yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi
merupakan perbandingan input dengan input value
yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait
dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat

meminimalisir j
imalisir input resources yang digunakan yaitu

Taty
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| kinerja sangat menekankan pada konsep |, an
Qlye
dalam pengawasan atas kinerja. Pe"dekdtdn
inj

dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak
produktif.

b. Efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum
dengan input tertentu atau penggunaan input yang
terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi
merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan
denganstandarkiner]’aatautargetyangtelahditetapkan.

c. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program
dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana
efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan

output.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for
money. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa tiga
elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lain
yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan
(equality). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan
sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik
yang berkualitas dan kesehjateraan ekonomi. Selain
keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (equality).
Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya
terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan

dilakukan secara merata.
Secara skematis, value for money dapat digambarkan

sebagai berikut:
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“::‘:::b;:mii::gksn keluaran realisasian  (aktual) dengan

ln;‘u: dalam anggaran dinvatakan dalam bentuk
]an)a\:mvmenumukbnbatasmz‘\sxmum
kenankan untuk dikeluarkan pada
akan diilaksanakan. Output

e
idengan Mardiasmo (2004).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human

Dexelopmentlndex[HDl]a ialah pengukuran perbandingan
1 ) elek huruf, pendidikan dan standar
hidup untuk semua negara seluruh dunia (dalam Wikipedia).
gklasifikasikan apakah sebuah
negarz zdalzh negare mazju, negara berkembang atau
ara terbelzkang dan juga untuk mengukur pengaruh
dzri kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hiduplndeks
ini padz 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India
eorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq,
oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord
.'Ac-ghn;d Deszi dari London School of Economics. Sejak itu
indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada
lzporan [PM tzhunannya.

Amartyz Sen menggambarkan indeks ini sebagai
“pengukuran vulgar” oleh karena batasannya. Indeks ini
lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna
daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama
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ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembay, any
penelm yang serius untuk mengetahui hal-hg| yang |, A
terinci dalam membuat laporan pembangunan ma“uSm“ ebip
IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negy
dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusja:
Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukup deng
harapan hidup saat kelahiran

Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkay h
tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) o
kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas 8ross
enrollment ratio (bobot satu per tiga).

Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritm,
natural dari produk domestik bruto per kapita dalap,

paritasi daya beli.
Setiap tahun daftar negara menurut ipm diumumkay

berdasarkan penilaian di atas.

C. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penentuan
evaluasi anggaran daerah berbasis kinerja dalam Pengelolaan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama kurun
waktu 5 tahun anggaran yakni tahun anggaran 2007 sampai
dengan tahun anggaran 2011. Penelitian ini menggunakan
metodologi deskriptif, yaitu membuat deskriptif sistematis
f;‘:‘éi‘n;and al;urrat tentang sifat-sifat objek penelitian.

secarasnstemzzlscllg:f permiuan uiiuk menggambaricg
akurat fakta dan karakteristik mengenai

Tata K,
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populasi atau bidang tertentu (Saifuddin, 2007). Penelitian
ini merupakan penelitian yang secara rinci tentang unit kerja
Kabupaten Sleman.

Metode analisis data dilakukan dengan cara analisis data
kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menelaah
tingkat nilai keekonomisan penerapan anggaran dan sistem

anggaran kinerja kabupaten Sleman.

Definisi Operasional Variabel
Ekonomi. Menurut Mahmudi (2010), Ekonomi terkait

dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya
keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa
tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang di
konsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Ukuran ekonomi
mengindikasikan alokasi biaya, yaitu mengukur biaya input
(cost of input). Ukuran ekonomi berupa berapa anggaran
yang dialokasikan. Pemanfaatan sumber daya di bawah
anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan
melebihi " anggaran menunjukkan adanya pemborosan.
Penilaian pencapaian kinerja ekonomi dapat diukur melalui
rasio antara masukan rencana (input rencana) dengan

masukan realisasi (input realisasi).

Input Rencana

Rasio Ekonomi : x 100%

Input Realisasi
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penelitian i dilakukay
2

7

Objek penelitian. I iy
pemerintah Daerah Kabupaten h’lcm.m tahun anggarap, ohd
| tahun anggaran 2011
mber Data. Dalam penelitian inj, Pencliy
sekunder. Sumber daty dalam

sampai dengal

Jenis dan Su
akan jenis data
diambil langsung pada kantor B“ngda
an bagian keuangan dan data dari lamay

menggun
penelitian ini

Kabupaten Slem
an kabupaten Sleman.

Alat Analisis. penelitian i
odel FEE (The Federation des Experts (_'umputuble

roses manifestasi dalam teknik perhitunggy
alam hal ekonomi vakni skor value for

pemcrintnh
I’ 2 iel - ..
menggunakan alay

analisis m
Europeens). P

value for money d

money dihitung berdasar
nean rencananya. Menurut Mahmyg

kan ada tidaknya perbaikan Kinerj

aktual dibandingkan de

(2010) pada model pengukuran
membandingkan antara input dan output yang direncanakan
reahisasi. Ekonomi diukur melaly

ckonomi yaitu dengap

dengan input dan output
rasio antara masukan rencand dengon masukan realisasi,
Langkah-langkah dalam pengukuran Kinerja umt Kerja

adalah sebagai berikut:

1) Langkah pertama mengukur
ekonomi dengan pendekatan FEE.
Menurut model FEE (model mengukur value for money

berdasarkan analisis varian). Dalam pengukuran ckonomi

pencapaian  Kinerja

diukur dengan cara mambandingkan input rencana dengan
input realisasi. Input pada model i berupa jumlah dana
moneter (rupiah) vang dikeluarkan untuk membiayal
suatu aktivitas. Input yang direncanakan tercermin dalam

2 Kelole Penancoio ™ ) p
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anggaran yang jika disusun dengan pendekatan kinerja
maka jumlah dana yang direncanakan tersebut telah dinilai
kewajarannya dengan standard analisis belanja. Dengan
demikian, anggaran tersebut telah memperhitungkan harga
wajar untuk membiayai suatu aktivitas pada realisasi yang
diinginkan.
a) Menghitung rasio ekonomi

Angka ini di peroleh dengan membandingkan input
rencana (anggaran belanja) dengan input realisasi (realisasi
belanja). Sehingga rasionya makin baik tingkat keekonomisan
pada tingkat kualitas input tertentu dengan standard biaya

yang wajar (Mahmudi,2010).

Input Rencana
Rasio Ekonomi : x100%

Input Realisasi

b) Membuat simpulan tentang berapa jauh pencapaian
kinerja ekonomi aktivitas-aktivitas yang dilakukan
unit kinerja, yakni dengan cara mentransformasikan ke

dalam peningkatan sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Ekonomi

Rasio Ekonomi Makna Skor Ekonomi
> 100% ttkonomis 4
85% - 100% Cukup Ekonomis 3
65% - 84% Kurang Ekonomis 2
< 65% Tidak Ekonomis 1
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p. Pembahasan

D.1. Analisis dan Perhitungan Hasil Pe“elitian
Undang- undang No. 17 tahun 2003 menetapkan
APBD disusun berdasarkan pendekatan Prestas; kerjbah""i
akan di capai. Untuk mendukung kebijakap ini p:”yani
bangun suatu sistem yang dapat menyediakap, dar Uy

informasi untuk menyusun APBD dengan pendekaty, ki da

: e Nep
Anggaran Kinerja pada dasarnya merupakan pcmbangu I}
~ = N3
suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan
n

perencanazan kinerja dengan anggaran tahunap Sehingm
akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersec;;;
dengan hasil yang diharapkan. Adapun kinerja tersebUtharuS
mencerminkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Pﬂ‘ldyanan
publik yang berorientasi pada kepentingan pubijk (publ,
oriented).

Kajianyangdilakukan adalah pada APBD tahun anggarap
2007 sampai denngan tahun anggaran 2011. Pembahasa,
dilakukan berdasarkan struktur anggaran berbasis kinerja
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahup
2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
sebagai penyempurna Anggaran Berbasis Kinerja atas dasar
pengelolaan anggaran sebelumnya yaitu Keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 29 tahun 2002.

Berikut adalah hasi] APBD untuk lima tahun anggaran.
Struktur APBD tahun 2007 Sampai tahun 2011 telah

fq‘:ogparam berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
-13tahun 2006 Pada tabe] berikut inj.

Tata Kelojy pa
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struxtur APBD Kabupaten Shems

e i an g,
lima tahun anggaran pada sisi pendapatan “lap,
hzhwa danz perimbangan masih mendominag; p e

daerah

masih tingginy
- fipar

Kabupaten Sleman terhadap Pemerintah Pusat selam, h;rq
" ru:

e At Cn‘_‘r‘ 1 1
dibanding dengan PAD. Hal ini mengingy Mg,
|72
; ika
a ketergantungan fiskal Pemeringyp, Dsu(a.
a

waktu 2007 sampai 2011 kendati paket otonomj daer.
telah digulirkan. Pada sisi belanja kebutuhan belanja dae::
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hy) ;
merupakan dampak dari kewenangan otonomi daerah yait;
pemerintah daerah secara aktif dan lebih leluasa me'akuka;
pembiayaan dalam upaya pengembangan segala b'-‘ntu;','
aktivitas program-prograini pembangunan di daerah.
Daridatayangdiperolehlangsungdarilamanpemerintah
kabupaten Sleman dan dilengkapi dengan data dari Bapped;
Sleman menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman adalah
menyajikan secara transparan kinerja Kabupaten Sleman
tahun anggaran 2007 sampai tahun anggaran 2011. Data
data tersebut berisi perencanaan strategis, rencana kinerjz,
dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan
sehingga da?at d'iketahui sampai seberapa jauh kualitas
dan pencapaian kinerja tahun anggaran 2007 sampai tahun
anggaran 2011.
pen.dekatan FEE. Pada artike] I::'I:lgt e F)aglan v
seri artikel penelitjap ini akan di)u a‘n yang berkaitan dengar'l
raikan teknik yang dipakd!

Tata Xelo|,
@ Fenanggulangan Kemiskinan 51

T b
Jug,
X

dalam mengukur value for moniey yang lzinnya yaitu efisiensi
dan efektivitas.

Menghitung Indikator
menghitung Skor Indikator Ekonomi tahun anggaran 2007
sampai tahun anggaran 2011 dilakujan penghitungan mean
nilai pencapaian kinerja ekonomi dari pencapaian kinerja
ekonomi untuk masing-masing program kegiatan dan
maknanya. Berikut ini adalah tabel penghitungan rasio dan
makna keekonomisan nilai pencapaian kinerja ekonomi
APBD tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran

2011.

Ekonomi. Dalam hal

Tabel 2 Nilai Pencapaian Kinerja Ekonomi APBD 2007-2011

Kabupaten Sleman.

Tah Input Rencana Input Realisasi Rasio Skor dan
anun (Rp) (Rp) (%) Keterangan
2007 896.838.605.009,82 752.113.975.892,36 119,24 4dan
Ekonomis
2008 1.050.868.430.555,06 906.618.990.410,50 11591 4 dan
Ekonomis
2009 1.139.002.482.963,58 1.016.026.601.135,37 112,10 4 dan
Ekonomis
2010 1.244.286.348.597,65 1.131.602.398904,14 109,95 4dan
Ekonomis
2011 1.376.859.030.800,05 1.278.055.164.511,30 107,73 4 dan
Ekonomis
Rata- 1.141.570.979.585,23 1.016.883.426.170,73 112,98 4dan
rata Ekonomis

Data diolah (2014)
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Mean nilai peacapatan Kineria ckonomi gq l
dda ilh 2
Sep
Q.

112,98% dapat dikatakan bahwa rata-rata Kiner|
T ok r
Ja ti\U[]

pada pemerintah  Daerah  Kabupaten Sleman

Ekonomis. pari hasil perhitungan dan tabe) al
1 alay
uk

kinerja di
anggaran 2007 sampai 2011 pada tingkat ekonom;
masukan rencana dengan masukan aktual daerah '“t‘mf;‘.m
kecenderungan Ekonomis dengan tingkat ekonomig )e'bn‘ki
dari 100% karena ekonomi masukan rencang df-‘ngalh
masukan aktual daerah tahun anggaran 2007 sampaj 201:
diperoleh rata-rata sebesar 112,98%. Hasil ini sesuaij dengap
penelitian Lestari (2013) di Sleman menunjukkan j”dikaIOr
kinerja keuangan bahwa tingkat ekonomi pengelolaan Appy
ekonomis. Penelitian yang sama dilakukan oleh Susant,
(2010) dan Woro (2004).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8
tentang Keuangan Negara). Menurut Mahsun (2007),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam
E;:j:spai::g:z:gjz tl)(elpufusan terkait dengan kebijakan
Gigianis, elanja daerah, hal ini sesuai dengan

Semua Penerj
harus dicatat s::]r:na;ir;(e?:lzmgagan i D'aerah
dan pengeluaran daerah tersebmm APBD. Penerlmé¥)

adalah dalam rangka

—
S
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atas menunjukkan bahwa selama period ur
¢ ta
8 ]un

Sedangkan
dengan

desentralisasi.
penerimaan dan yang berkaitan
pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak

dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan
tahun anggaran. APBD

pelaksanaan  tugas-tugas

[)CHL;L‘]U&H'.IH

keuangan daerah dalam satu
merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah
dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan
semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi

target yang ditetapkan dalam APBD.
Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan

yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang
ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar
ge]olaankeuangandaerah,makaAPBDmenjadidasarpula

pen
pemeriksaan dan pengawasan

bagi kegiatan pengendalian,
keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun
anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31

r tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan,

Desembe
h dapat

pengendalian, dan pengawasan keuangan daera
dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu
sistemanggaranyang mengutamakan upaya pencapaian hasil
kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input
yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam
APBDmerupakan perkiraanyangterukursecararasionalyang

dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan
garan yang telah

dapat direalisasikan melebihi jumlah ang
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ditetapkan. Berkaitan dengan I)clzu?ju, jumlah belanja yan
dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiay, o
pelanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihj j“mla;
anggaran belanja yang telah ditetapkan.

penganggaran pcngcluar;m harus didukung dc“gan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlay
yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindak,,
yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidg
tersediaatau tidak cukup tersediaanggaran untuk membiays;

pengeluaran tersebut.
Dalam hal akunta

daerah dapat dilihat d
Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan penyelenggaraan

an dan pembangunan daerah sesungguhnya
asama yang baik antara masyarakat,
aupun satuan kerja vertikal,
daerah

bilitas penyelenggaran pemerintahan
ari penilaian Laporan Akuntabilitag

pemerintah
merupakan hasil kerj
DPRD, pemerintah daerah m

Akuntabilitas  penyelenggaraan
tahun 2011 telah dievaluasi oleh pemerintah melalui

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

?emerintah dengan hasil nilai cukup baik. Oleh karena

Kabupaten/Kota se | . lu?ra II tingkat Nasional dari 497
ndonesia,

pemerintahan

r—

tu Kel, la pe
ola I(nunggulangan Kemiskinan 59

[ o L

Indeks Pembangunan Manusia (1PM)
Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

Sleman tahun 2008 - 2010 nampak dalam angka-angka yang
disajikan oleh BPS sebagaiberikut.

Tabel 3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman
2008 - 2010

[No.| Uraian 2008 2009 2010
|Komponen IPM

1 jA_ngkaHarapanhidup (tahun) 74,43 74,74 75,06
2. Angka Melek huruf (%) 91,49 92,19 92,61
3. Rata-rata Lama Sekolah 10,10 10,18 10,30
_ (tahun)

'4. 'Konsumsi riil per kapita 645,15 646,08 647,84
| (000 Rp)

Indeks IPM

1. Kesehatan 82,38 82,90 83,43
2. [Pendidikan 83,44 84,08 84,63
3. |Pendapatan 65,90 66,11 66,52
. IPM , 77,24 77,70 7820
| |Reduksi shortfall 229 205 221

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

Perbandingan nilai IPM Kabupaten Sleman dengan
daerah lainnya di Provinsi DIY dan Nasional tahun 2010

sebagaiberikut.
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Tohe ke Pembangunan Masvarakat wi).
rabel 4 Indeks Pe 1 W EE i W""ydh/;)
dan Peringkat

Nilai IPM ] perg
| Nilai IPM. _%

0L7 __ |124 (dunig |

il(-rah

297 (nasiong)
113 (nasional)
[1 (nasional)

70,45
78,20
[79,52

Indeks Pembangunan Masyarakat yang berhasil iy
oleh kabupaten Sleman sampai dengan tahun terakhj;
yaitu 2010 mencapai 78.20 point, dengan nilai kompong,
kesehatan 83,43, komponen pendidikan sebesar 843
serta komponen pendapatan sebesar 66,52. Komponep
pendapatan memiliki nilai yang rendah menunjukkan taraf
hidup kemiskinan yang boleh jadi masih besar/tinggi. Dalam
kondisi taraf hidup kemiskinan yang tinggi, masyarakat
Slemantetapmemperhatikan dan peduli terhadap pendidikan
dan kesehatan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran
memg;;?];hmd:; ;:;:tgakse.s pendid.ikan yang tinggi.
e meningkat dibandingkan perhitungan

Ya sebesar 77,70, |pM tersebut menempatkan

Kabupaten Sleman pada peringkat 13 darj 4 p
kota secara nasiona), Penggunaan IPM o abupaten o
tahun 2010 karena

\—/

ata Kelo),
a Penanggulangan Kemiskinan 57

penghitungan IPM yang diperoleh dalam penelitian ini adalan
IPM tahun 2010 sebagaimana yang disajikan dalam laman
pemerintah kota Sleman (data diakses bulan Februari 2014).

Ada lima misi yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman
dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ekonormi
dan Indeks Pembangunan Manusia yaitu 1) meningkatkan
tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan
kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima
bagi masyarakat; 2) meningkatkan kuaiitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua
lapisan masyarakat; 3) meningkatkan kemandirian ekonomi,
pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan
kemiskinan; 4) memantapkan pengelolaan prasarana dan
sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup; serta 5)
meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di
segala bidang.

Untuk menguatkan dan
masyarakat yang berbasis potensi lokal, diupayakan
melalui promosi peningkatan minat investasi, peningkatan
kualitas sarana prasarana pasar tradisional, peningkatan
akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil
serta perluasan jaringan pemasaran, promosi peningkatan
daya tarik dan daya saing pariwisata. Berbagai upaya
meningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi
lokal, telah berhasil mencapai sasaran pertumbuhan PDRB
atas dasar harga konstan sektor industri pengolahan sebesar
3,44%, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran
tercapai 6,75%, pertumbuhan sektor jasa-jasa tercapai

meningkatkan ekonomi
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5, 38%, serta meningratnya  investss; "0
cebesar 16,60%. " Piag,

Hal yang sangat penting dalam ’ i
eyonomi  kabupaten Sleman  adalah berky ‘;—‘;’”'*6?,..
peningkatan tata a kelola pemerintahan. Hy) ini )r,;;) ,':'r';’,.
Sujatmika & Suryaningsum (2011} berkaitan der m,‘%
veiolz negare. Tata kelola pemerintahan Yang ”“_"'A‘ 33‘%

UK e

Uit

meningkatkan kualitas pelayanan  publik di
) . i ) v 1S484.

urntuk mewujudkan hasil evaluasi sistem . Sarl,
enJ

ategori baik, kepuasan '
mds/d.-'d

Jayanan publik, dan perencanaan Pembap,
l-'l‘n

terhadzp peidy

sesuzi kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakyy,

yaity peningkatan kapasitas pemerintah daerap ungy

mewsjudkan manajemen pengelolaan pemerintahap yay
mempu mengatasi permasalahan daers:

........... \._ \._..

.

masyzrziet yang cepat, tepat dan terjangkau. Segy
demgzn laporzn bupati Sleman (2012) dinyatakan bahy;
upaye mewujudkan tata keiola pemerintahan yang paj
ugz Clzkuken peningkatan kualitas SDM aparat melaly
pemingiaian Xompetensi pegawai, pembinaan pegaws
Cengan pemberian penghargaan dan hukuman.

D. Simpu!an dan Saran

(A

'ldr.erja ke a1 yang dapat ditarik dalam penelitian ini adal&

e 2 §3n2pemermtah daerah Kabupaten Slemat
fan

007 sampaj dengan tahun anggaré

“

Tatg Kelol —
la !
Peranggu[angan Kemiskinan 59)

ftin

Srer ernpat un fingrat euonone

Arcillaes nilsi Lokl Awi 1009 !
griasukan naar 2anh Gart, S gar;

anggArarn

untus :r.err.?,,a-/&

1.1, i L4 ) p" . L .
0:(6:6’}’6.’./,6.', EXOTIONNS. fdf.’l berarti teyseut

Yad

.asilitas pur,.:x. yanv msed;a.f.‘ n c,'e-;, p

EL’
_3
Q.
X
3
)
=
[N
o
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W
3.3
v
=3
o
oy
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kesehatan mendapat nilai yang sangat tinggi,
komponen pendapatan masih sangat rendah.
Pemerintah daerah Kabupaten Sleman
Indeks Pembangunan Masyarakat di atas rata-rata
nasional. Namun demikian komponen-kompon
IPM yang diraih tidak merata. Gap yang terlalu besar untuk
komponen pendapatan disbanding komponen-komponen
lainnya. Dalam hal ini komponen pendapatan memiliki nilai
yang paling rendah. Dalam kondisi pendapatan reendah,
masyarakatSlemantetapuletdanpeduhterhadappendldxkan
dan kesehatan. Hal yang perlu dibenahi adalah meningkatkan
daya saing agar komponen pendapatan menjadi seimbang
dengan komponen-komponen yang lainnya (pendidikan dan

en nilai

kesehatan).
Seri artikel lanjutan adalah berkaitan

penghitungan konsep value for money yang lainnya dan
mengkaitkan dengan berbagai indeks yang lainnya, misalnya
indeks kemiskinan, indeks umur harapan hidup, indeks

dengan

pembangunan gender, dsb-nya.
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